
 

 

 

 

 

BUPATI SOPPENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 

PERATURAN BUPATI SOPPENG 
                                 NOMOR : 9 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI SOPPENG, 

 

Menimbang : 

 

 

a. bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Soppeng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga 

perlu dilakukan perubahan Tarif. 

b. bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 7 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 

Raga yang intinya disebutkan bahwa Penetapan Tarif 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga  ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam  huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822 ); 

 

 

 



 

 

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 



 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 

Raga  (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Nomor 74); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Soppeng Nomor 125); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12  

Tahun 2019  tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Soppeng Tahun 2019  Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129); 

 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

 



 

 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Soppeng 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 

8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitasi, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial kerena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta; 

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang Pribadi atau Badan; 

11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga selanjutnya  disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi , Pariwisata dan 

Olah Raga serta pendukung fasilitas lainnya; 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga di pungut retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi 

Pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah; 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

pelayanan tempat rekreasi , pariwisata dan olahraga yang disediakan , dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah , BUMN, BUMD, Pihak Swasta. 

Pasal 4 

Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan tempat rekreasi , pariwisata dan olahraga. 

BAB III 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 5 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu 

pemakaian. 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal alokasi beban biaya berdasarkan tarif pasar sulit ditemukan , maka 

tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang 

meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Unsur biaya  persatuan penyediaan biaya langsung; 

b. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung; 

c. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang 

bersangkutan; dan 

d. Unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki; 

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah 

Raga ditetapkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

NO JENIS TARIF TARIF KET 

1. 

 

 

 

 

 

Kawasan Wisata Alam Citta 

a. Tarif Masuk Permandian 

- Dewasa 

- Anak (12 tahun kebawah) 

b. Tarif Persewaan Fasilitas 

- Gazebo tempat makan 

- Ban Renang (Besar & Kecil) 

 

 

Rp. 15.000 

Rp. 10.000 

 

Rp. 25.000 

Rp.  5.000 

 

 

Per orang 

Per orang 

 

Per Jam 

Per Jam 

 

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

 

Ditetapkan di Watansoppeng 
pada tanggal 22 Februari 2022 

BUPATI SOPPENG, 
 

 

 
 

A. KASWADI RAZAK 
 

Diundangkan di Watansoppeng 

pada tanggal  22 Februari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 

 

 

 

A. TENRI SESSU 

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 9 

 


